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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI YUDISIAL
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah merevin Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Perencanaan dan Kepatuhan
Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk whun anggaran 2022 sesugi Pedoman Reviu
atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tangaung
jawab manajemen Biro Perencanaan dan Kepatulian Internal, Sekretariat Jenderal Komisi
Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara
akurat, andal dan valid,

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam

mevakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Kinerjo ini.

Jakarta,  Februari 2023
Kepala Bire Perencanaan dan
Kepatuhan Internal
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatuilahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, atas Izin Allah SWT Laporan Akuntabilitas Kinera Instansi
Pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial Tahun 2022 dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan
RB). Laporan ini disusun sebagai salah satu insirumen untuk meningkatkan akuntabilitas
kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (Result
Oriented Government).

Laporan ini juga memuat aspek sumber daya yang digunakan dalam mencapai
target kinerja, balk berupa keuangan maupun inovasi yang dilaksanakan Biro
Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Selain itu, laporan ini juga sebagal media
pertanggungjawaban serta sarana informasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
dalam memberikan pelayanan prima.

Merujuk pada Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, maka capain
kinerja tahun ini merupakan tahun ketiga sehingga keberhasilan maupun kegagalan
dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menjadi penting sebagal bahan evaluasi
dan perbalkan. Oleh sebab itu kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari
sempurna sehingga kami membutuhkan masukan dan saran yang konstruklif guna
perbalkan kinerja di masa mendatang. Balk dari aspek-aspek perencanaan,
pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhir kata, besar harapan kami bahwa Laporan ini dapat memberikan informasi
dan bermanfaat bagl pihak-pihak yang berkepentingan, dan kepatuhan terhadap regulasi
yang ada.

Jakarta, Februari 2023
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan [nternal

O el

R. AJha Pamekas
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan
produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
menggambarkan kinerja yang dicapal oleh suatu instansi pemerintah atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai anggaran negara. Penyusunan
LAKIP ini berdasarkan siklus anggaraan pemerintah yang berjalan selama 1 (satu)
tahun.

Dasar hukum SAKIP dan LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1989
tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mewaijibkan setiap Instansi
Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk
memperlanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya
pelaporan akuntabllitas kinerja Instansl Pemerintah. SAKIP yang merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Inpres tersebut di atas mengalami perubahan dan penyempurnaan dengan
penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi rencana strateais,
perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja,
dan reviu dan evaluasi Kinerja. Pengaturan teknis SAKIP ini diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman tersebut sebagai acuan
untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Instansi
Pemerintah dan/atau Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daegrah (SKPD),



Keberadaan SAKIP ini dalam rangka penyelenggaran pemerintahan yang
baik (Good Govemance) oleh instansi pemerintah sehingga seliap instansi
pemerintah termasuk tingkat eselon Il diwajibkan menyampaikan laporan tersebut.
Kewajiban tersebut juga berlaku bagi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
sebagai unit setingkat eselon |l di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
berusaha melaksanakan kinerja pada sasaran kegiatan sebagaimana diamanatkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2020-2024 yang merupakan turunan dari Rencana Stralegis (Renstra) Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024.

Renstra Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tersebul kemudian
diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) Biro Perencanaan dan Kepatuhan
Internal TA 2022 serta Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Kepatuhan
Internal Tahun 2022. Oleh sebab itu laporan kinerja yang disusun secara periodik
diperiukan untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian
yang telah diralh oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Intemal,

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas,
transparan, dan akuntabel;

2, Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target
sasaran selama Tahun Anggaran 2022 vyang dicerminkan dari hasil
pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.

Tujuar:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran,
pelaporan dan evaluasi kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Tahun 2022,

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan
Internal Tahun 2022 dan untuk bahan acuan, perbaikan serta peningkatan
kinerja di tahun berikutnya;



3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Biro Perencanaan dan

Kepatuhan Internal dengan menerapkan asas transparansi, sistematik dan

akuntabel.

C. VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN

Tabel 1. Isi, Misi, dan Sasaran Kegiatan

Visi

Misli

SASARAN KEGIATAN

"Menjadi Biro yang
Professional dalam
Memberikan
' Pelayanan Prima di
Bidang
Perencanaan,
Hukum, Organisasi,
dan Pengawasan
Internal”

Memperkuat Sistem
Perencanaan Kinerja

dan Anggaran;

| Meningkatkan Kualitas

Laporan Maonitoring dan
Evaluasi;

Meningkatnya Layanan
Perencanaan;

Meningkatnya Layanan
Monitoring Evaluasi Kinerja
Lembaga;

Meningkatkan Penataan
Organisasi dan

Tatalaksana;

Meningkatnya Layanan
Manajemen Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi,
Organisasi dan Tata Laksana;

Meningkatkan Kualitas
Penyusunan Produk
Hukum; dan

" | Pengendalian Internal.

Meningkatnya Layanan
Hukum; dan

| Meningkatnya Layanan Audit

dan Pengendalian Internal.

D. GAMEARAN UMUM BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal merupakan unit eselon |l di bawah

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang diatur dalam Peraturan Prasiden Nomor
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat

Jenderal Komisi Yudisial. Berdasakan Peraturan Presiden tersebut diterbitkan

Peraturan Sekretaris Jenderal (Pergekjen) Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012

tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik

Indonesia




Berdasarkan Pasal 42 Persekjen tersebul sebagaimana diubah dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Rl, Biro
Perencanaan dan Kepatuhan Internal berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berdasarkan Pasal 42 Persekjen
Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 mempunyai tugas melaksanakan
melaksanakan penyusunan rencana dan program dukurnigan administratif dan teknis
operasional, serta Kepatuhan Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal. Adapun

fungsi yang dilakukan Biro adalah:

Penyiapan rencana kegiatan;

Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal;
Penyusunan produk hukum dan pendampingan hukum;

Pelaksanaan Kepatuhan Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

@ o o0 T

Evaluasi dan penyusunan laporan.

Susunan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memiliki 2 (dua) bagian
dengan 1 (satu) subbagian dan satu kelompok jabatan fungsional. Biro
Perencanaan dan Kepatuhan Internal terdiri dari (1) Bagian Perencanaan dan
Hukum meliputi (a) Subbagian Hukum dan Organisasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 47 peraturan di atas, dan (2) Bagian Kepatuhan Internal.

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
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E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Kepatuhan

Internal awalnya didukung oleh SDM yang berjumiah 21 orang, namun sejak

pertengahan bulan Maret 2021 menjadi 22 orang dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2. Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
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Tabel 5. SDM Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

2. Bagian Perencanaan dan

Hukum =] 8 1 10 o 10 & 9
2 Bagian Kepatuhan Internal, 3 2 5 4 1
Jumlsh 12 10 1 16 5 14 5 3

Tabel 3 Jabatan Fungsional Bire Perencanaan dan Kepatuhan Internal

No. _Nomenklatur Jabatan Fungsional Tertentu | JUMLAH
1.  Perencana Ahli Muda 2 Orang |
2. | Analis Anggaran Ahli Muda 1 Orang |

3. | Analis Anggaran Ahli Pertama 1 Orang
4,  Auditor Ahli Muda 1 Orang |
5. | Auditor Ahli Pertama 2 Orang |
6. | Analis Hukum Ahli Muda 1 Orang |

7 Analis Hukum Ahli Pertama 1 Orang

| Total 9 Orang




F. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan
bagi lembaga dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah/panjang. dan menentukan pencapaian tujuan Lembaga di masa yang
akan datang. Berikul adalah isu strategis yang mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran strategis Lembaga yaitu:

1. Pelaksanaan pengukuran integritas hakim
Peningkatan nilai LAKIP
Peningkatan nilai kinerja anggaran
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Advokasi RUU Komisi Yudisial

U R

. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Tahun 2022 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu:

BAB |I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Biro
Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022, Visi Misi dan Sasaran Kegiatan,
Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia,
Anggaran dan Isu-isu Stralegis yang dihadapi Biro Perencanaan dan Kepatuhan
Internal Tahun 2022 serla Sistematika Penyusunan.

BAB lil. PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mendasarkan

pada dokumen perencanaan.



BAB Ill, AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022
Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi pembandingan antara target dan
realisasi kinerja tahun 2022. Analisis capaian kinerja tahun 2022 antara lain dilakukan
dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2022 dengan
Standar Nasional, analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan
vang dihadapi, langkahlangkah antisipatif yang diambil sera penvajian realisasi
anggarar.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan
Internal Tahun 2022 dan upaya yang akan dilakukan oleh Birco Perencanaan dan
Kepatuhan Intemal dalam rangka peningkatan kinerjanya dimasa mendatang.



BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 serta
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020-2020, dalam
implmentasinya perlu juga disusun visi dan misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan
Internal {RENKI) untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi Biro
Perencanaan dan Kepaluhan Inlernal, yaitu: "Menjadi Biro yang Professional dalam
Memberikan Pelayanan Prima di Bidang Perencanaan, Hukum, Organisasi, dan
Pengawasan Internal”.

Visi tersebut menjadi landasan Biro Perancanaan dan Kepatuhan Internal untuk
mengurai dan menjabarkannya dalam misi agar lebih implementatif dalam
menjalankan sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem perencanaan kinerja dan anggaran;

Meninakatkan kualitas laporan monitoring dan evaluasi;
Meningkatkan penataan organisasi dan tatalaksana
Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum

N LN

Meningkatkan sistem pengendalian internal.

Selanjutnya, guna mencapai Visi dan Misi tersebut dibutuhkan tujuan crganisasi
pada Biro Perencanaan dan Kepatuhanan Internal. Adapun tujuan terwujudnya
layanan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang efektif, efisien dan akuntabel
dengan indikator tujuan berupa:

1. Sertifikasi SO 2001:2015 tahun 2024

Serifikasi ISO 28001 secara sederhana merupakan standar bertaraf
internasional di bidang sistem manajemen mulu. Dengan adanya ISO
tersebut maka dapat dikatakan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal
sistem manajemen mutu.

2. Nilai SAKIP mencapai 80 tahun 2024



A. Target Kinerja

Dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tahun
2020-2024 ditetapkan target kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
sebagai berikut:

Tabel 4, Target Kinerja

Keglatan/Sasaran Keglatan/Indikator Sasaran Target
iatan Pen 1an Perencanaan, Hukum : : [ . .
o Unads ol it 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
dan Kepatuhan Internal
Menlngkatnya Layanan Perencanazn
FProsentase keselarasan penyusunan rencana
1. 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

kerla dengan renstra

Prosentase kesesuaian anggaran dengan
2. . 85% | B5% | 85% | 85% | 85%
perencanaan yang disusun

Sasaran Keglatan 2
Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian

Internal
Persenptase rekomendasi hasil audit APIP

1. 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
yang ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi hasil temuan BPK

2. BO% B2% BS% | B7% | 90%
yang ditindaklanjut

| Persentase hasil reviu APIP yang

3. 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ditindaklanjuti

4. | Peningkatan nilal maturitas SPIP 3,06 3.06 309 | 3,08 | 3,12

.:.':a.I

Fersentase rekomendasi evaluasi atas
1. | pelaksanaan perencanaan, anggaran dan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
kinerja yang dihasilkan

Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya Layanan Hukurr




Keglatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Target
- iatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum R | F— :
pas - 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
dan Kepatuhan Internal
Persentase produk hukum yang dihasilkan
100% | 100% | 100% | 100% | 100%
dan dipublikasikan di JDIH
E—' L k— fi—. E-"“ 'E_
Manmlatmra Layanan Mana}mmn Pelaksanaan
thhmnm Birokrasi, ﬂrgnnlmai & Tata Laksana
Parsentase dokumen evaluasi dan desain
i 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
organisasi vang dihasilkan
Prosentase proses bisnis dan SOP yang
2o | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
dihasilkan
3. | Persentase kenalkan nilai RB KY 76 78 80 83 B5

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022

telah ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022 dan telah dilakukan perubahan pada
tanggal 22 April 2022 sehubungan dengan adanya perubahan Kepala Biro pada
Biro Perencanaan dan Kepaluhan Internal. Adapun perjanjian kinerja adalah

sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja

Kegiatan Penyelsnggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal Target

Meningkatnya Layanan Perencanaan

1. Pfosan;.asa fﬁaseiarasan penyusunan rencana fr.erjé dengan renstra 100%
2 | Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun 85%,
'Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal

1. | Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti 100%
2. | Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti 87%




Kegiatan Penyelenggaraan Perancanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal Target
3. | Persentase hasll reviu APIP yvang ditindaklanjutl 100%
4. | Peningkatan nilai maturitas SPIP 3,09
‘Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya l-.n_ayanan"Mnﬁituﬁng Evaluasi Kinerja Lembaga
Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, p—
| anggaran dan kinerja yang dihasilkan ’
Sasaran Keglatan 4
Meningkatnya Layanan Hukum
1. | Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH 100%
‘Sasaran Kegiatan 5
Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasl Birokrasi,
Organisasi & Tata Laksana
1. | Persentasa dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan 100%
2. | Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan 100%
3. | Persentase kenaikan nilai RB KY &0

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Mo. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan.

Pada Tahun 2022 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memperoleh
alokasi anggaran sebesar Rp 12.716.952.000,00 yang kemudian ditetapkan
dalam Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai berikut:




Tabel 6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

KODE o o | Mot
- KOMPONEN/AKUN/DETIL ANGGARAN
100.01.WA Program Dukungan Manajemen
5267 | Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan 12 7157853060
Internal
5267.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]
5267.EBA.957 | Layanan Hukum 912.841.000
5267.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 820.202.000
5267.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]
5267.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2.686.735.000

5267.EBD.953

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

1.138.074.000

5267.EBD.265

Layanan Audit Internal

1.158.100.000

5267.TBD

Layanan Manajemen Kinerja Internal

5267.TBD.100

' Pengembangan Integritas Hakim

6.000.000.000




BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menetapkan standar kinerja yang

terdiri atas sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai
pada tahun 2022. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan
antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang ditandatangi oleh tingkat eselon

Il dengan realisasi capaiannya.

A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

TAHUN 2022

Dalam pelaksanaannya ierdapat perubahan capaian kinerja pada Biro

Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang disebabkan beberapa faklor antara

lain perubahan anggaran, dan kesesuaian perencanaan dan realisasinya. Oleh

sabab itu, capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal di tahun 2022

berdasarkan Perjanjian Kinerja setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum - %o
' i . Target | Realisasi »
dan Kepatuhan Internal Capaian
Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya Layanan Perencanaan
4 Prosentase keselarasan penyusunan 100% 100% 100%
rencana kerja dengan renstra
5 Prosentase kesesuaian anggaran dengan 85% 33.33% 39.21%
perencanaan yang disusun

‘Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian
Internal




Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum

, . Targ: Realisasi |
dan Kapatuhan internal Rl || R Capaian
Persentase rekomendasi hasil audit APIP
1, - o 100% 100% 100%
yang ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi hasil temuan BPK
2. ) i 85% 97% 114%
yang ditindaklanjuti
Persentase hasil reviu APIP yang
3. o : 100% 100% 100%
ditindaklanjuti
4. | Peningkatan nilai maturitas SPIP Nilai 3.09 | Nilai 3.724 121%
Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya Layanan Menitoring Evaluasi
Kinerja Lembaga
| Persentase rekomendasi evaluasi alas
1. | pelaksanaan perencanaan, anggaran dan 100% 100% 100%
kinerja yang dihasilkan
‘Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya Layanan Hukum
Persentase produk hukum yang dihasilkan
1 100% 100% 100%
dan dipublikasikan di JDIH
Sasaran Kegiatan 5
Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana
Persentase dokumen evaluasi dan desain
1. ) ) 100% 100% 100%
organisasi yang dihasilkan
Prosentase proses bisnis dan SOP yang
2. 100% 100% 100%
dihasilkan
3. | Persentase kenaikan nilai RB KY 80 N/A N/A




ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Layanan Perencanaan

Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan

Meningkatnya Layanan Perencanaan

Indikator Kinerja Kegiatan Target | Realisasi | % Capaian
Persentase Keselarasan
1. | Penyusunan Rencana Kerja 100% 100% 100%
dengan Renstra

Persentase Kesesualan
2. | Anggaran dengan Perencanaan | 85% 33.33% 39,21%

yang Disusun
L . 1

Sasaran Keglatan 1, diukur melalui dua indikator kineria antara lain:

1) Indikator keberhasilan pada point (1) yaitu Persentase Keselarasan
Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra, target lahun 2023
sebesar 100%.

Pengukuran indikator tersebul diambil berdasarkan rata-rala
capaian dari dua variable, yaitu: (1) persentase kesesuaian
nomenklatur sasaran program dan kegiatan dengan Rencana
Strategis; dan (2) persentase kesesualan nomenklatur indikator
program dan kegiatan dengan Rencana Strategis. Adapun melode
penghitungannya adalah:

Jumlah Rencana Kerja vang Selaras denoan Renstra x 100%

Jumlah rencana kerja yang diajukan

Rencana kerja dan anggaran yang diajukan kepada Biro
Perencanaan dan kepatuhan Internal telah melalui tahapan sesuai
dengan peraturan yang berlaku sehingga kualitas penyusunan
rencana kerja dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.



Tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan
anggaran adalah sebagai berikut: (1) Analisis terhadap rencana
kerja dan anggaran yang diajukan, untuk menilai kesesuaian
kegiatan dengan visi dan tujuan Lembaga yang ingin dicapai sesuai
dengan yang tercantum dalam Renstra KY tahun 2020-2024 serta
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja; (2) Reviu
yang dilakukan oleh tim perencanaan terhadap usulan dokumen
perencanaan dan anggaran vyang diajukan, untuk menilai
kesesuaian nomenklatur, indikator dan targel yang ditetapkan agar
selaras dengan Renstra KY lahun 2020-2024; (3) Penelitian yang
dilakukan oleh Tim Kepatuhan Internal selaku pengendali internal
untuk meneliti kesesuaian belanja baik akun maupun satuan biaya
dengan kebijakan yang berlaku, serta menilai konsistensi volume
kegiatan sehingga anggaran yang direncanakan sesuai dengan
kebutuhan; dan (4) Pembahasan dengan mitra Komisl Yudisial agar
penyusunan rencana kerja dan anggaran berjalan secara akuntabel,
dan selaras dengan rencana kerja pemerintah.

Selain hal tersebut, setiap awal tahun, Komisi Yudisial
mengadakan Rapat Kerja yang dihadiri oleh seluruh jajaran
pimpinan, strukiural serta perwakilan Biro/Pusat yang bertujuan
untuk mengkoordinasikan rencana kerja dan anggaran tahun
berjalan, maupun menyusun garis besar rencana kera dan
anggaran di tahun berikutnya.

Berdasar atas uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
setiap penyusunan rencana kerja dan anggaran telah sesuai dengan
dokumen yang telah ditetapkan dalam Renstra KY tahun 2020-2024.
Sehingga ketercapaian target pada tahun 2022 adalah sebesar
100%. Ketidaksesuaian atau ketidaklercapaian target bisa
dimunakinkan apablla terdapat perubahan kebijakan yang signifikan,
balk terkait tugas fungsi unit ataupun tugas fungsi lembaga.



Perbandingan antara realisasi Persenlase Keselarasan
Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra pada tahun 2022,
larget tahun 2022, realisasi tahun 2021, dan target tahun 2024
sebagai berakhirya periode Renstra Komisi Yudisial tahun 2020-
2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Persentase Keselarasan Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra

Target 2024

Target 2022  Realisas] 2021 Realisasi 2020

(Akhir Renstra)
100% 100% 100% 100%

2)

Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang
disusun dengan target sebesar 85%

Fengukuran indikator tersebut diperoleh berdasarkan dua variable,
yaitu: (1) data anggaran kegialan yang sesuai dengan rencana
sampai dengan akhir tahun anggaran; dan (2) /data anggaran yang
direncanakan di awal tahun anggaran. Data anggaran yang
dimaksud adalah data revisi. Metode penghitungannya adalah:

GEtd #nggaran legietan yang sesual dengen rencena samps: dengan &k hr lshun anggaran
dats anggaran yeng direncanakan di awal tahun anggaran

¥

:—*2 X 100%=3333%

Pada tahun 2022, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
menetapkan target penyesuaian rencana kerja dan anggaran
sebanyak maksimal empal kali dalam kurun waklu satu tahun
anggaran, Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya
perubahan kebijakan ataupun kondisi yang menyebabkan adanya
penyesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran. Pelaksanaan
penyesuaian anggaran dilakukan pada triwulan |1, II, Ill, dan IV yaitu
rencananya pada bulan Maret, Juni, Seplember, dan Awal
Desember. Penetapan largel ini juga diselaraskan dengan adanya

kebijakan revisi hal lll DIPA dari Kementerian Keuangan.

= 100




Hasil capalan kinerja untuk indikator (2). Persentase
kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun tahun
2022, tidak sesuai target yang ditetapkan. Target sebanyak empat
dokumen revisi ternyata pada realisasinya mencapal 12 kali
penyesuaian data rencana kerja atau pelaksanaan revisi pada tahun
2022,

Ketidaksesuaian pencapaian target disebabkan oleh adanya
berbagai perubahan kebijakan baik internal maupun eksternal.
Kebijakan eksternal yang paling berkontribusi terhadap lampauan
target vang ditetapkan adalah adanya kebijakan aufomatic
adjustement terhadap anggaran Kementerian/Lembaga sebagai
bentuk antisipasi ternadap kondisi negara yang masih belum stabil.

Tahun 2022, psmerintah menetapkan kebijakan adanya
aulomatic adjustment atau blokir anggaran yang dilakukan dalam
tiga termin yang diatur dalam surat Menteri Keuangan. Termin
pertama, pada bulan Desember 2021, termin kedua bulan Mei 2022,
termin ketiga pada bulan Desember 2022 yang merupakan
pemotongan atas alokasi automatic adjustment. Selain hal tersebut,
Komisi Yudisial juga dua kali mengajukan pembukaan blokir,
pertama terkait kelengkapan dokumen clearance, dan yang kedua
pembukaan blokir untuk pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial
dalam hal Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di
Mahkamah Agung.

Berdasar kondisi tersebut, maka realisasi indikator kinerja
pada poin (2) melampui target. Apabila dihitung berdasar rumus
perhitungan sebagaimana tabel diatas, maka indikator kinerja
Fersentase kesesualan anggaran dengan perencanaan vang
disusun tidak tercapai sebagaimana target yang ditetapkan, vailu
hanya tercapai sebesar 33.33% atau sebesar 38, 21%.

Perbandingan realisasi Persentase kesesualan anggaran
dengan perencanaan yang disusun pada tahun 2022 dengan target



tahun 2021, realisasi 2020, dan targel di tahun akhir Renstra 2020-

2024 adalah sebagai berikut:
Tabel 10. Persentase Kesesuaian Anggaran dengan Perencanaan

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian

Internal
Tabel 11. Indikator Kinerja Kegiatan Audit dan Pengendalian Internal

No Indikator Kinerja Kegiatan  Target | Realisasi | % Capaian

Persentase rekomendasi hasil
1. 100% 100% 100%
audit APIP yang ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasll ' '
2. N | e5% 97% 114%
temuan BPK yang ditindaklanjuti

Persentase hasil reviu APIP yang | |
3. 100% = 100% 100%

ditindaklanjuti
Milai Milai
4. | Peningkatan nilal maturitas SPIP 121%
3.09 3.724

Sasaran kegiatan 2 meningkatnya layanan audit dan pengendalian
internal, diukur dengan empat indikator kinerja antara lain:
a) Indikator 1 Persentase rekomendasi hasil audit APIP vang
ditindakianjuti.

IKU ini disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut
atas rekomendasi hasil audit APIP khususnya terkait audit
operasional serta menjamin  akuntabilitas dan transparansi
pertanggungjawaban keuangan Negara.

Perhitungan IKU ini tersebut didapatkan dari rata-rata capaian
penyelesaian rekomendas| atas audiat pada setiap semester pada



seliap tahun beralan. Pengukuran IKU menggunakan periode
pelaporan semesteran. dengan perhitungan polarisasi data
menggunakan maximize (makin tinggi realisasi terhadap target,
makin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode
menggunakan fake last known value (reallsasl yang digunakan
adalah angka periode terakhir). Target IKU rekomendasi hasil audit
yvang ditindaklanjuti untuk tahun 2022 adalah 100%.

Kegiatan audit merupakan salah salu fungsi utama yang
diemban oleh Bagian Kepatuhan Internal dalam pelaksanaan
pengawasan internal, pelaksanaan audit ini dilakukan oleh Tim
Auditor yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Nomor 194 /SPRIN/SET/KIL.01.01/07/2022 tanggal 4 Juli 2022
untuk melakukan audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban
Keuangan MNegara semester | Tahun 2022 di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Sesuai dengan Standart Audit Intern Pemerintah Indonesia
yang dikeluarkan oleh Asosisasi Auditor Intern Pemarintah
Indonesia menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemantauan
tindak lanjut, Auditor atau APIP harus mematau dan mendorong
tindak lanjut atas simpulan, fakta dan rekomendasi audil, oleh
karena itu, penting bagi APIP untuk mendokumentasikan segala
simpulan, fakla dan rekomendasi atas hasil audit untuk dipantau
penyelesaian tindaklanjutnya.

Pemantauan tindak lanjut bertujuan untuk memastikan
bahwa Audit telah melakukan tindakan yang tepat sesual dengan
rekomendasi, rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat
mengindikasikan bahwa audit tersebut lemah dalam pengendalian
sumber daya vang dimiliki, Manfaat dilakukannya pemantauan
tindak fanjut ini antara lain adalah untuk menilai efeketifitas tindak
lanjut auditi atas rekomendasi yang diberikan, APIP tidak harus



memaksakan rekomendasinya harus dilindaklanjuti, namun
apabilia audit telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang
berfainan dengan rekomendasi yang diberikan, APIP harus dapat
menilal efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut dan
menerima apabila penyelesaian tindak lanjut tersebut ternyata lebih
efektif.

Terkait dengan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi
hasil audit APIP mempunyai formulasi perhitungan atas pengukuran
indikalor dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana
berikut:

[ Jumlah rekemendasi yang telah ditindaklanjuti
i Total rekomendasi hasil audit APIP TA 2022

x100%

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP adalah jumlah
rekomendasi yang dilindaklanjuti selama tahun 2022 atas hasil
pemeriksaan/audit APIP berdasarkan Laporan Hasil Audit{LHA)
Operasional dengan Nomor Laporan : 38/LAP/PK/KI.01.01/12/2022
berdasarkan LHA tersebut terdapat pada inlinya terdapat 3 (liga)
Permasalahan kepatuhan perundang-undangan dengan 3 (figa)
rekomendasi perbaikan dan terdapat 4 (empat) permasalahan
Sistem Pengendalian Internal dengan 4 (empat) rekomendasi
perbaikan atas system pengendalian internal, terhadap tindak lanjut
atas rekomendasi perbaikan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-
undangan dan Rekomendasi perbaikan Sistem Pengendalian
Internal seluruhnya telah dilakukan tindaklanjut oleh auditee,
sehingga capaian atas target kinerja ini adalah 100% (seratus
persen).



Dapat lercapainya targel kinerja ini dikarenakan lerdapatnnya
peningkatan atas respon dari semua auditee terhadap setiap
rekomendasi Laporan Hasil Audit dan komitmen pimpinan dalam
menindaklanjuti seliap rekomendasi perbaikan hasil audit, hal
tersebut tidak terlepas juga dalam setiap penentuan rekomendasi
atas setiap permasalahan dalam audit baik auditee maupun auditor
bersama-sama mempunyai kesamaan tujuan terkail pembenahan
kelembagaan yang berkelanjutan.

Selain itu intensitas koordinasi lerkait lindak lanjut atas setiap
hasil rekomendasi selalu dikomunikasikan baik dalam setiap forum
rapat pimpinan maupun koordinasi secara lansung antara auditor
kepada auditee untuk memantau progress atas tindak lanjut setiap
rekomendasi hasil audit. Kegiatan pemantauan atas tindak lanjut
rekomendasi hasil audit terdokumentasi dalam Laporan Hasil
Manitoring Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana Laporan Nomaor:
43/LAP/PK/KIL.01.01/12/2022.

Namun demikian agar kinerja persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil audit dapat lebih ditingkatkan dan lebih
berdayaguna, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap triwulan

dengan auditi terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan audil.

b. Mentransformasi monitoring lindak lanjul rekomendasi
menggunakan basis IT, yang dapal dipantau secara realfime
oleh pimpinan, auditee maupun pihak-pihak yang berwenang
termasuk sebagai media pembalajaran terbatas berdasarkan
permasalahan hasil audit yang diperuntukan bagi auditee
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga
meminimalisir permasalahan hasil audit yang berulang.



b)

Perbandingan realisasi Persentase rekomendasi hasil audit
APIP yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 dengan realisasi 2021,
dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai
berikut:
Tabel 12. Realisasi Persentase rekomendasi hasil audit APIP

Indikator 2 Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang
ditindaklanjuti dengan target 85% pada tahun 2022.

Tabel 13. Persentase Rekomendasi Hasil Temuan BPK yang
ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil
temuan BPK yang BO% 82% B5% 87 % 90%

ditindakianjuti

(TP) Badan Pemneriksa Keuangan (BPK) alas Laporan Keuangan
setiap Kementerian/Lembaga termasuk Komisi Yudisial periu
diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK.
Setiap Kementerian MNegara/lLembaga diwajibkan melaksanakan
tindak lanjut dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut
alas rekomendasi terkait TP BPK tersebut setiap akhir Bulan Juli dan
Desember setiap tahunnya.

IKU ini disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut
atas rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan
transparansi pertanggungjawaban keuangan Negara. Perhifungan



IKU ini tersebut didapatkan dari rata-rata capalan penyelesaian
rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Komisi
Yudisial di setiap semester. Pengukuran IKU tersebut menggunakan
periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data
menggunakan maximize (makin tinggi realisasi terhadap target,
makin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasl periode
menggunakan fake flast known value (realisasi yang digunakan
adalah angka periode terakhir). Target IKU tersebul untuk tahun
2022 adalah 85%.
Adapun rumusan atas indikator ini adalah sebagaimana berikut:

[ Jumilah Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti ‘

x100%
{Tmal rekomendasi pada LHP atas LK Komisi Yudisial oleh BPK ‘

Terhadap capaian kinerja atas rekomendasi hasil temuan
BPK yang selesal ditindaklanjutl, dapat kami sampaikan bahwa
berdasarkan Surat BPK No.27/S/XVII02/2025 Tangal 13 Februari
2022 perihal penyampaian Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester |l
Tahun 2022 pada Komisi Yudisial, BPK menyimpulkan bahwa tindak
lanjut rekomendasl hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2006 sampal
dengan tahun 2022 pada Komisl Yudisial atas 16 laporan yang terdiri
108 temuan dengan 205 rekomendasi sebesar Rp.975.180.018,50,
dengan status sebagai berikut :
1) Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 189
rekomendasi sebesar Rp.857.375.058,50
2) Belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut sebanyak
5 (lima) rekomendasi
3) Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
4y 1 rekemendasi lidak dapatl ditindaklanjuli dengan alasan
yang sah senilai Rp.117.804.960
Bahwa terhadap kesimpulan sebagaimana nomor 4 yaitu 1
rekomendasi tidak dapat ditindaklanjut dengan alasan yang sah




dapat dijelaskan sebagaimana berikut, bahwa berdasarkan
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK,
disebutkan dalam pasal 5 bahwa rekomendasi tidak dapat
ditindaklanjuti dengan alasan yang sah didasarkan atas ketentuan
peraturan perundang-undangan dan bukan karena ada ifikat lidak
baik untuk tidak dapat melaksanakan rekomendasi, sehingga atas
kondisi 1 rekomendasi yang lidak dapat ditindaklanjuti dengan
alasan yang sah sebagaimana angka 4 diatas lidak termasuk
katagori rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Komisi
Yudisial.

Terhadap capaian atas indikator tindak lanjut rekomendasi
BPK sampal dengan tahun 2022 ini adalah sebesar 97%. Adapun
rincian tindak lanjul tersebut dapat kami gambarkan sebagaimana
table dibawah Ini:
Tabel 14. Tindaklanjut rekomendasi BPK dari tahun 2007-2022

Relkomendasi

‘Belum Tindak Persentase

Selesal Tindak Capaian
Lanjut

Jml Rekomendasi
Rekomean Sdh Tindak
dasi Lanjut

Tahun Jml

Laporan  Temuan

1 2007 5 7] 5 a 100%
2 2008 2 2 2 ] 100%
3 2009 3 2 3 0 100%
4 2010 8 10 10 o 100%
5 2011 4 5 2 0 100%
6 2012 4 8 ] 0 100%
i 2013 T 13 13 a 100%
8 2014 8 12 12 0 100%
9 2015 16 39 39 ] 100%:
10 2016 a 12 12 1] 100%
1" 2017 9 17 16 0 94%
12 2018 3 6 6 0 100%
13 2018 10 27 27 0 100%
14 2020 (5] 11 11 4] 100%
15 2021 5 11 11 4] 100%.
16 2022 a 24 19 5 79%
Total
Rekomendasi .
sudah ditindak- 108 205 199 205 7%
lanjuti 2022




Perbandingan realisasi

persentase

rekomendasi

hasil

temuan BPK yang ditindaklanjuti pada tahun 2020, 2021, 2022 dan
target di tahun akhir renstra 2024 adalah sebagai berikut:
Tabel 15. Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil temuan BPK

Target
Realisasi | Realisasi 2024
Target 2022 Realisasli
2020 2021 (Akhir
2022
Renstra)
91% 96% 85% 97% 80%

Dapat tercapainya target kinerja ini terwujud dikarenakan

adanya respon yang positif yang dilakukan oleh audifee, respon

yang positif tersebut dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari

pimpinan unit kerja dan komunikasi yang intens yang dibangun

secara baik antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan

auditee, sehingoa alas setiap capaian kinerja ini selalu dapat

tercapai dengan optimal melebihi target selama 3 (tiga) tahun ini.

Namun demikian agar kinerja persentase penyelesaian

tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat lebih ditingkatkan dan lebih

berdayaguna, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap friwulan

dengan auditi terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK.

b. Menltransformasi

monitoring

lindak

lanjut

rekomendasi

mengaunakan basis IT, yang dapat dipantau secara reaftime

oleh pimpinan, audifee maupun pihak-pihak yang berwenang

termasuk sebagal media pembalajaran terbatas berdasarkan

permasalahan hasil audit vang diperuntukan bagi auditee

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga

meminimalisir permasalahan hasll audit yang berulang.



Indikator 3 Persentase hasil reviu APIP yvang ditindaklanjuti.
Tabel 16. Persentase Hasil Reviu APIP yang Ditindaklanjuti

Target | Target | Target | Target 2024
2020 2021 2022 2023 (Akhir

IKU

‘Rekomendasi hasi|
reviu APIP yang 100% 100% 100% 100% 100%
ditindaklanjuti

Bahwa berdasarkan Pedoman Standar Audit [Intemn
Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negera/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja pemerintah dan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nemor 28 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, APIP semakin didorong
untuk melakukan pengawasan dimulai dari perencanaan vyaitu
penyusunan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban,
pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaiiu,
Quality Assurance dan Consulting.

Bagian Kepatuhan Internal sehubungan dengan hal tersebut
pada tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan pengawasan dari
tahap penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA KIL)
melalui reviu dokumen rencana kegiatan dan anggaran, Reviu
Laporan Keuangan dan Reviu Laporan Kinerja. Setiap aklifitas reviu
tersebut bertujuan unluk mendapatkan Kkeyakinan terbatas dan
memastikan bahwa kagiatan tersebut telah dilaksanakan sesusi
dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah
ditetapkan, sehubungan dengan kegiatan reviu tersebut, untuk
memastikan setiap hasil reviu tersebut dapat didoring efektifitasnya



maka atas setiap rekomendasi hasil reviu APIP telah dilakukan
monitoring tindak lanjut rekomendasinya.

Manfaat dilakukannya pemantauan tindak lanjut atas hasil
reviu ini antara lain adalah untuk menilai efektifitas tindak |lanjut audit
atas rekomendasi yang diberikan dalam kegiatan reviu sehingga
setiap kegiatan reviu hasu dapat mendorong perbaikan unit kerja,
APIP  tidak harus memaksakan rekomendasi nya harus
ditindaklanjuti, namun apabila audit telah menindaklanjuti
rekomendasi dengan cara yang beriainan dengan rekomendasi yang
diberikan, APIP harus dapat menilai efektifitas penyelesaian tindak
lanjut tersebut dan menerima apabila penyelesaian tindak lanjut
tersebut ternyata lebih efektif.

Terkait dengan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi
hasil reviu APIP mempunyai formulasi perhitungan atas pengukuran
Indikator dengan menggunakan metode pengukuran sebagalmana
berikut:

" Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti
Total rekomendasi hasil reviu APIP TA 2020

x100%

Dalam indikator ini kegiatan reviu yang dilakukan monitoring
tindak lanjutnya ruang lingkupnya hanya meliputi Reviu Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), Reviu Laporan Kinerja, Reviu
Laporan Keuangan. Adapun nrncian capaian findak lanjut

rekomendasi adalah sebagaimana berikut:



Tabel 17. Persentase Tindak lanjut atas Hasil Reviu TA 2022

Jumlah
Jumlah .
Jenis Reviu rekbraendEs rekomendasi yang | Capaian
o | ditandaklanjuti
Reviu Dokumen Rencana Kerja
Anggaran KIL (RKA K/L) ? ? 100%
Reviu Laporan Kinerja 8 B 100%
HRa_v[u_ Laporan Keuangan TA 2020 8 B 100%
Reviu Laporan Keuangan Semester |
TA 2022 10 10 100%
Reviu Laporan Keuangan Triwulan Il %
TA 2022 ! ’ 100%
Perbandingan realisasi Persentase hasil reviu APIP yang
ditindaklanjuti pada tahun 2022 dengan realisas| 2021, dan target di
tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:
Tabel 18, Perbandingan Realisasi TA 2022 dan TA 2021
TA 2022 TA 2021
Jumlah Jumlah
Jumiah rekomen Jumlah | rekomen
Jenis Reviu
relkomen | dasiyang | Target | Capai | rekome | dasiyang @ Target Catgtan
dapat
dasi ditandak an ndasi ditandak e
lanjuti lanjuti
Reviu
Dokumen
Rencana Kerja 7 T 100% | 100% g 9 100% 100%
Anggaran KfL
(RKA KIL) .
Reviu Laporan |
Kinerla 6 6 100% | 100% g & 100% 100%
Reviu Laporan
Keuangan TA 5 5 100% | 100% 8 8 100% 100%
2020
Reviu Laporan
Keuangan .
Se tor | TA 8 8 100% | 100% 10 10 100% 100%
2021
Reviu Laporan
Keuangan a
2021
Total Capaian Realisasl 2022 100% | Total Capaian Realisasi 2021 100%




Tabel 19. Perbadingan Realisasi TA 2022 dan TA 2021 dan

Target Jangka Menangah TA 2024

Target 2024
Realisasi 2021 Target 2022 Realisasi 2022
(Akhir Renstra)
100% 100% 100% 100%

d)

Terhadap pencapaian tahun 2022, terdapat beberapa hal

yang perlu disempurmakan kedepan diantaranya,

d.

Memperkuat kegiatan pendampingan consufting atas
pelaksanaan reviu pengawasan

Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap semester
dengan auditi terkail dengan kepatuhan lindak lanjul atas
setiap hasil reviu APIP,

Ruang lingkup penilaian atas tindak lanjut hasil reviu agar
lebih diperluas sesual kegiatan pengawasan lainnya, namun
atas hal ini periu dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan
penyesuaian atas indikator kinerja utama

Mengoptimalkan Office 365 untuk kegiatan Monitoring tindak
lanjut rekomendasi hasil reviu, yang dapat dipantau secara
realtime oleh pimpinan, audite maupun pihak-pihak yang
berwenang termasuk sebagai media pembalajaran terbatas
berdasarkan permasalahan hasil reviu yang diperuntukkan
bagi auditee sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan sehingga efektifitas perbaikan lebih optimal.

Indikator 4 Peningkatan nilai maturitas SPIP

(SPI)

Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern
KKP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam

mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP. Kerangka

maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: Level 0 (belum

ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (herkembang), Level 3 (terdefinisi),



Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum). Seliap tingkat
maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran
alau kapabilitas penyelenggaraan SPIF dalam mendukung
pencapaian tujuan insiansi pemerintah. Pada Tahun 2022, Biro
Perencanaan dan Kepatuhan Internal menargetkan tingkat maturitas
SPIP mencapai nilai 3.08,

Sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
No.11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial
pengukuran tingkat maturitas SPIP Komisi Yudisial mengacu kepada
hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Namun karena sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja
ini  BPKP belum dapat mengeluarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan SPIP Komisi Yudisial TA 2022, maka pengukuran
tingkat maturiras SPIP didasarkan kepada hasil penjaminan kualitas
atas hasil penilalan mandiri cleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP).

Pada pertengahan 2022 sebagaimana hasil penilaian mandiri
tim SPIP Komisi Yudisial sebagaimana Laperan Penilaian Mandiri
SPIP No. 20/LAP/SET/KI.02.02/06/2022 Tanggal 30 Juni 2022,
APIP telah melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian
mandiri tingkat maturitas SPIP Komisl Yudisial dengan mengacu
kepada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga
Pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dipercleh hasil
penilaian maturias SPIP Komisi Yudisial sebesar 3.724 atau berada
pada level 3 (terdefinisi). Sesuai dengan Perka BPKP No.5 Tahun
2021 maka level 3 secarm umum menggambarkan hal-hal
sebagaimana berikut:

a. Komisl Yudisial telah mampu mendifinisikan kinerjanya
dengan baik.
b. Komisi Yudisial ltidak hanya mampu merumuskan kinerja



beserta indikator dan targetnya secara relevan, tetapi juga
telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa
program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian
target kinerja tersebut.

C. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada
seluruh program dan kegiatan Komisi Yudisial dan Biro/Pusat.
Manejemen juga telah menyusun dan mengimplementasikan
kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada
seluruh unit kerja Komisi Yudisial. Namun demikian, belum
terdapat evaluasi terhadap efekiivitas pengendalian dan
pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

d. Kondisi tersebut diatas berdampak pada masih adanya tugas
dan fungsi Komisi Yudisial yang belum berjalan secara efektif,
dan masih terdapat permasalahan yang tidak material dalam
pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, dan masih
adanya ketidakpatuhan fterhadap peraturan perundang-
undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.
Dengan kondisi demikian, capaian Biro Perencanaan dan

Kepatuhan Internal dalam mendorong tingkat maturitas SPIP Komisi

Yudisial tercapai 121% dari largel nilai 3 pada tahun 2022 ini, untuk

data perbandingan capaian SPIP dengan membandingkan atas

capaian SPIP pada tahun 2021 belum dapat dilakukan hal tersebut
dikarenakan pada tahun 2021 tidak dilakukan penilaian atas capaian

SPIP untuk semua Kementerian/Lembaga, karena pada tahun 2021

baru diterbitkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga

Pemerintah sehingga hanya dilaksanakan bimbingan teknis atas

implementasi Peraluran BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga

Pemerintah.



Sehubungan belum dapat dilakukan evaluasi atas maturitas
SPIP yang dilakukan oleh BPKP kepada semua Kementerian
Lembaga, maka maturitas SPIP Komisi Yudisial pada tahun 2020
yang dinilai pada tahun 2021 masih berpedoman kepada hasil
penilaian SPIP terakhir sesuai dengan Surat BPKP No. LQA-
147/D202/2/2019 tanggal 23 Desember 2012 perihal Hasil
Penjaminan  Mutu  atas  Penilaiain @ Mandiri  Maturitas
Penyelenggaraan SPIP 2019 Komisi Yudisial mendapatkan nilai
maturitas SPIP yaitu 3.06 (Terdefinisi).

Apabila dibandingkan dengan farget jangka menengah,
capaian tahun 2022 telah mencapai target jangka menenang yang
ditetapkan pada level 3 di tahun 2024,

Tabel 20. Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Komisi
Yudisial Tahun 2022, Tahun Sebelumnya dan Target 2024

Target 3.06 3.06 3.09 .12
Realisasi 3.086  3.06 3,724 =
Capalan 100% 100% 121% =

Hasil capaian sebagaimana dijelaskan diatas menunjukan
bahwa system pengendalian internal di lingkungan Komisi Yudisial
telah berjalan cukup baik, hal ini tidak terlepas dari peran Biro
Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang terus melakukan
berbagai upaya untuk mendorong penigkatan kualitas SPl di
lingkungan Komisi Yudisial, upaya yang dilakukan oleh Biro
Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk mendoreng kualitas SPI
Komisi Yudisial diantaranya melalui:



a. Sosialisasi, asistensi dan konsultasi tentang SPIP.

Asistensi dalam implementasi manejemen resiko melalui

pembentukan Tim SPIP di unit kerja strategis sebgaimana

fokus SPIP yaitu Pencapaian tujuan melalui bhenchmark

SAKIP, asistensi penyelenggaraan Pengendalian [ntem

Pelaporan Keuangan.

C. Kegiatan pengawasan melalui Audit SPI atas pengelolaan
keuangan dan pengamanan BMN dan reviu BMN.

Untuk mengeptimalkan pengendalian yang lebih optimal dan
efekiif, kegiatan pengawasan dan asistensi oleh APIP akan terus
dilanjutkan khususnya untuk memperbaiki beberapa kelemahan
yang ditemukan dari penilaian mandiri, khususnya terkait kelemahan
dalam aktifitas evaluasi dan pendokumentasian kegiatan.

Dan Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP
terintegrasl, maka hal yang perlu diperbalki secara umum pada
tingkat “terdifinisi” adalah melakukan evaluasi secara berkala atas
efektifitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi

atas kebijakan strategis dan operasional.

3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi

Kinerja Lembaga
Tabel 21. Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga

‘Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga
No Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi | Capaian
i Persentase Rekomendasi
Evaluasi Atas Pelaksanaan
T 100% 100% 100%
Perencanaan, Anggaran dan
Kinerja yang Dihasilkan
Peningkatan Indeks Integritas
2, 7,36 7.84 128%
Hakim




Alat ukur dalam memastikan akuntabilitas kinerja adalah dengan
pemantauan dan evaluasi kinerja. dalam memastikan akuntabilitas kinerja
Komisi Yudisial, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dan anggaran Komisi Yudisial.
Pemantauan dilakukan agar dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan
sesual atau lidak sesuai dengan rencana sehingga dapat dilakukan
tindakan perbaikan atau preventiif jika diperlukan.

Sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi
Kinerja Lembaga diukur melalui 2 indikator yaitu pertama, Persenlase
rekomendasi evaluasi alas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan
kinerja yang dihasilkan, kedua Paeningkatan indeks integritas hakim.

1. Rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran
dan kinerja yang dihaslilkan

Realisasi capaian kinerja pada Indikator rekomendasi evaluasi

atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja vyang

dihasilkan sebesar 100%, persentase tersebut sama dengan hasil

realisasi larget 2021 yang mencapai 100%. Maka terlihat adanya

konsistensi capaian yang dihasilkan dari tahun ke tahun.

Tabel 22: Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Monitoring Evaluasi

Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga

No Indikator Kinerja Kegiatan 2021 2022 Capaian

FPersentase Rekomendasi

Evaluasi Atas Pelaksanaan

1. 100% 100% 100%
FPerencanaan, Anggaran dan

Kineria yang Dihasilkan

Berikut rekomendasi atas pelaksanaan Mnnitnﬁng dan

Evaluasi yang dilakukan cleh tim Monev antara lain:
a) Pemantauan pelaksanaan kegiatan prioritas nasional dan

Lembaga



EVALUASI

1) Rekomendasi atas pelaksanaan Monev Kegilatan Prioritas Nasional
Gambar 3. Hasll Evaluasi dan Rekomendasi Prioritas Nasional
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Hedatitian 87 FF# s nakols ok um
taw pemaliln

W (oI g RS ST T
AR AYAT] (A

e Hadlin dan KEn(k Filk
gt prwil i i o

Anii mpvies wan kbl ke
Ritip o =i Afeevis FH

wratn flew fragoan | Datrbase Ref
T v _,
= Fampe T B b dalem
(THETIRE: B 8fdn MEEREME) @
I = Wink: Gengan MA Belim i e
= Caanid ml%:@:hl::w

P i T | i ke

=)
D¢

Tistinli oot s i Linaek Papigiei'z
TN ST | O Dt el
0 T T A

DEGET PAEATEAT

s o =
Pl WP i biin b
S i i
‘ rr"l oo i sticass it i titid s ol of
F 4
e

Rurerdsl Mk das Bl Lik

LTS TRTTR TR e T (ST
amatan 11T ok ehphy ot mmss
LTI [T LT

= Mt b ikt it il ALH
o K mmioh ik okl e
(e SRR SR S LT B

[k i ik

Peassvimbirgas, Ittty Nk

(RN ZERS3MAN I REiUMmEN
NUME] EERTAN R Mrofeteong MG
mefuae don manadns yang wisn o
o Ll 2633

REKOMENDASI

2) Rekomendasi atas Pelaksanaan Monev Penghubung Komisi Yudisial
Gambar 4. Rekomendasi atas Pelaksanaan Monev Penghubung KY
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Gambar 5. Sampling Hasil Evaluasi PKY
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3) Rekomendasi penilaian kinerja dan anggaran Biro/Pusat
Gambar 5. Rekomendasi Penilaian Kinerja dan Anggaran Biro/Pusat

Nilai Kinerja dan Anggaran Biro/Pusat

{ =00 - 100 = Sangal Baw
S0~ 00= Bk
w81 — BTl ® Skl
B ¥
&= Sangat Kirang
Wb b R

LLETRY W M oark

L LI Wil | Hiry Higssi ERLAED
Ralvabaisl ilan
[ ]

o Pryprapes  wHmmaiemrsl o Copmion uspul ® S Bem

Evaluasi kinerja dan anggaran, dilakukan seliap semesteran yang
dikemas dalam bentuk penilaian kinerja dan anggaran Biro Pusat dan
disampaikan kepada seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
dalam forum Rapat Kerja Komisi Yudisial.



Gambar 7. Forum Rapat Kerja Komisi Yudisial
—

Bahwa Berdasarkan hasil penilaian kinerja Komisi Yudisial yang
dilakukan oleh Kementerian Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan MNomor 22/PMK.02/2021 tentana Pengukuran dan Evaluas|
Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, jika dibandingkan dengan standar nasional

Nilai Kinerja Angoaran Komisi Yudisial sebesar 95,72 dengan kategori
Sangat Baik.

Gambar &. Penilaian Kinerja Komisi Yudisial
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EVALUASI

1. NKA Komisi Yudisial mengalami peningkatan pada tahun 2020 sampali
dengan 2022.

2. Komisi Yudisial hanya memiliki satu satker.

3. Peningkatan nilai kinerja tersebut mengidentifikasikan adanya
awareness dan compliance terkait pengisian capaian kinerja melalui
aplikasi SMART.

REKOMENDASI

1. KL dan Unit Eselon | perlu memperhatikan ketersediaan informasi
kinerja pada aplikasi SMART.

2. Diperiukan upaya peningkatan kualitas data dengan memastikan
validitas dan kesesuaian data capaian dengan kondisi riil di lapangan.

4. Peningkatan Integritas Hakim

Tabel 23. Peningkatan Indeks Integritas Hakim

No

Indikator Kinerja Keaiatan Target | Realisasi Capaian

1.

Peningkatan indeks integritas hakim 7.36 7.84 | 100,6%

Realisasi capaian kinerja pada indikator pengingkatan integritas
hakim adalah sebesar 7,84, nilai tersebut naik sebesar 6% atau adanya
kenaikan nilai sebesar 0,48%.

Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim dan indeks
persepsi publik terhadap integritas hakim dilakukan di 34 provinsi di
Indonesai dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai
metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga
dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif.
Jumlah responden untuk survey integritas hakim adalah sebanyak 3600
responden yang terdiri atas :



a., 1200 hakim di 4 badan peradilan

b. 2000 masyarakat yang pemah berperkara dipengadilan dan
masyarakat umum

c. 400 unsur pakar vang diwakili cleh akademisi/ahli/orang yang
dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki
kemampuan yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan
sistem peradilan.
Sebelum dilaksanakan survai maka dilakukan pelatihan

enumerator tentang pengisian form  survai lersebut.  Pelatihan

dilaksanakan secara online dan offine secara bersamamaan.

Gambar 9: Pelatihan Enumerator
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Nilai Indeks integritas hakim secara umum dilihat melalui empat
variabel utama vyakni kejujuran, keteguhan, self-control, dan self-
esteem. Selanjurnya, para enumerator akan mengisi pada sistem
inputisasi secara online yang lersediakan sehingga akan diketahui

perkembangan secaa realfime.



Gambar 10: Inputisisasi oleh Enumerotor
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Berikut pelaksanaan kegiatan peningkatan integritas hakim yang
dilakukan tahun 2022 antara lain:
a. Indeks Integritas Hakim Persepsi Hakim
Komisl Yudisial telah melakukan upaya peningkatan integritas
hakim sejak tahun 2018 melalui penguatan program-program KY yang
efeklil untuk menciplakan para hakim yang berintegrilas linggi, bekerja
secara professional dengan kompetensi yang memadai. Adapun dalam
rangka mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
strategis dalam meningkatkan integritas hakim, maka dilakukan
pengukuran integritas hakim dengan metode survel yang bekerja sama
dengan pihak keliga yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut. Adapun hakim yang akan dilakukan pengukuran atau sebagai
responden adalah hakim pada:
1. Pengadilan Umum;
2. Pengadilan Agama;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
4. Pengadilan Militer.



Tabel 24. Sebaran Sampel Responden Masyarakat

' Domisili Jumiah | Persentase
Jawa Tengah 104 8.7%
' DI Yogyakarta 32 2.7%
Jawa Barat 114 9.5%
Gorontalo 15 1.3%
DKl Jakarta 63 5.3%
| Kalimantan Timur 34 2.8%
. Sulawesi Selatan 68 5.7%
' Banten 25 2.1%
| Jambi 28 2.3%
Kalimantan
Selatan 38 3.3%
Kalimantan Ulara 4 0.3%
Kalimantan
Tengah 23 1.9%
' Jawa Timur 111 9.3%
Sumatera Ulara 59 4.9%
- Bengkulu 23 1.8%
Sulawesi
Tenggara 23 1.9%
| Sumatera Selatan 34 2.8%
Kalimantan Barat 23 1.9%
| Bali 21 1.8%
CNTT 31 2.6%
Banda Aceh 47 3.9%
. Sumatera Barat 40 3.3%
Riau 45 3.8%
. Lampung 36 3.0%
Sulawesi Tengah 18 1.5%
| Papua 26 2.2%
. Bangka Belitung 13 1.1%
NTB 28|  23% |
. Maluku 20 1.7%
Papua Barat 6 0.5%
Sulawesi Baral 4 0.3%
. Sulawesi Utara 23 1.9%
Maluku Utara 15 1.3%
' Kepulauan Riau 4 0.3%
| Grand Total 1199 | 100.0%
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Pada lahun 2022, Komisi Yudisial mengukur indeks integritas
hakim melalui metode survei, tidak hanya kepada hakim juga
melibatkan masyarakal dan pakar sebagai responden. Hasil survei
persepsi masyarakal tentang integritas hakim diharapkan dapat
memberi gambaran komprehensif terkait persepsi masyarakat tentang
integritas hakim di Indonesia pada tahun 2022. Dengan data dasar
mengenai persepsi masyarakal tentang integritas hakim ini, maka ini
diharapkan dapat menjadi data pembanding dari temuan indeks
integritas hakim. Kesenjangan persepsi antara masyarakal dan hakim
tentang integritas hakim, peradilan, dan penegakan hukum dapat
diketahui lebih jelas, sehingga kebijakan yang harus diambil oleh Komisi
Yudisial dalam rangka meningkatkan persepsi masyarakat terhadap
hakim dapat dirumuskan dengan tepat.

Gambar 11. Proses Wawancara terhadap hakim




Hasil Inlegritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim dapat
diketahui angka sebagaimana di bawah ini:

Tabel 25. Nilai Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim

Kejujuran 04 98
Keteguhan 94,99
Self-Control 95,15
Self-Esteem _ 82,78
Indeks Integritas Hakim 94,47

b. Indeks Integritas Hakim Persepsi Masyarakat

Survel persepsl masyarakat terhadap Integritas hakim menerapkan
metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data
kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha
untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Teknik sampling yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah non-probabilty sampling
dengan varian kuota sampling. Responden dari unsur masyarakat,
dibagi dalam dua kategori yaitu:

1) Masyarakal yang pernah mengalami proses peradilan (sebagai
saksi, tersangka, dan penonton sidang);

2) Masyarakat yang belum pernah mengalami proses peradilan
Jumlah responden untuk masing-masing kategori di atas
adalah sebanyak 50% dari total responden yang harus diambil
di tiap-tiap provinsi.

Total responden untuk survei masyarakat adalah 2000 responden

vang lersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel tiap

provinsi diproporsionalkan berdasarkan jumlah penduduk di

provinsi tersebut.

Pengambilan data primer dilakukan dengan metode wawancara
tatap muka (face fo face interview) oleh para enumerator yang telah
diberi pelatihan metodologi, pemahaman kuesioner dan teknik bertanya.
Supervisi berlapis diterapkan dalam proses pengambilan data lapangan



untuk memastlikan kualitas data yang diperoleh. Mekanisme spol-check

dan back-check diterapkan secara ketat dalam proses survei ini

Tabel 26. Sebaran Responden Masyarakat

I Domisili Jumlah Y
Bali 32| 1.6%
' Banda Aceh 38| 1.9%
. Bangka Belitung 11| 0.5%
Banten 86 | 4.3%
| Bengkulu 15| 0.7%
Dl Yogyakarta 30| 1.5%
| DKI Jakarta 83| 4.1%
Gorontalo 9| 0.4%
| Jambi 26| 1.3%
Jawa Barat 352 | 17.5%
| Jawa Tengah 276 | 13.7%
{Jawa Timur 317 | 15.7%
. Kalimantan Barat 40| 2.0%
| Kalimantan Selatan 31| 1.5%
| Kalimantan Tengah 21| 1.0%
| Kalimantan Timur 28| 1.4%
' Kalimantan Utara 7| 0.3%
Kepulauan Riau 15| 0.7%
| Lampung 66 | 3.3%
Maluku 14| 0.7%
| Maluku Utara 12| 0.8%
| NTB 38| 1.9%
INTT 37| 1.8%
| Papua 32| 1.6%
Papua Barat 9| 0.4%
| Riau 45| 2.2%
 Sulawesi Barat 10| 0.5%
 Sulawesi Selatan | 66 | 3.3%
Sulawesi Tengah 23| 1.1%
' Sulawesi Tenggara 20| 1.0%
Sulawesi Utara 201 1.0%
' Sumatera Barat 41| 2.0%
| Sumatera Selatan 61| 3.0%
' Sumatera Utara 105 | 5.2%
| Grand Total 2016 | 100%
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C.

Berikut hasil survey intergritas hakim yang dilakukan kepada
masyarakatl adalah sebagal berikut:

Tabel 27. Nilai Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Mas arakat

, Variabel Indeks
_Kejujuran 76,77
Keteguhan 78,55
Self-Control 79,55

Self-Esteem 79,19

Indeks Integritas Hakim Persepsi Pakar

Urgensi survei pakar untuk integritas hakim ini merupakan
pandangan masyarakat terdidik (epistemik) yang keberadaannya
sangat substansial bagi sebuah penilaian, baik dalam memenuhi tujuan
kebijakan maupun keterwakilan di dalam mengambil sebuah
pendangan tertentu. Penilaian pakar merupakan melode yang layak
dipakal pada hampir semua negara ataupun oleh lembagalembaga
untuk mengambil pengetahuan khusus mengenai hal tertentu, dalam hal
ini mengenai integritas hakim. Kelompok pakar dalam hal ini diwakili
oleh akademisi/ahliforang yang dianggap terpercaya dan memahaml
informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakan
hukum dan sislem peradilan di lokasi penelitian. Pakar atau opinion
leaders dapat mempengaruhi persepsi dan rekomendasi publik
terhadap sebuah kebijakan. Survei pakar ini baru pertama kali menjadi

bagian dari survei opini publik dalam indeks integritas hakim pada tahun
2022.



Survei persepsi pakar lerhadap inlegritas hakim menerapkan
metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data
kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk
menjelaskan temuan kuantitatif. Teknik sampling yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah non probabilty sampling dengan varian kuota
sampling. Total responden untuk survei pakar adala 400 responden
yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Gambar 12. Proses Wawancara Survel Integritas Hakim

Pengambilan dala primer dilakukan dengan wawancara tatap
muka (face fo face interview) oleh para enumerator yang telah diberi
pelatinan melodologi, pemahaman kuesioner dan teknik bertanya.
Supervisi berlapis diterapkan dalam proses pengambilan data lapangan
untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Mekanisme spot check
dan back check diterapkan secara konsisten dalam proses survei ini.



Tabel 28. Sebaran Sam

Domisili Jumlah Yo
‘Bali. 9] 22%
Banda Aceh L&} 2.0%
Bangka Belitung 3 0.7%
Banten 18 4.5%
Bengkulu 3 0.7%
DI Yogyakarta 6 1.5%
DKl Jakarta 14 3.5%
Gorontalo 2 0.5%
Jambi 6 1.5%
Jawa Barat 66 16.3%
Jawa Tengah 55 13.6%
_Jawa Timur ] 59 14.6%
Kalimantan Barat 8 2.0%

Kalimantan
Selatan 6 1.5%
Kalimantan
Tengah 4 1.0%
Kalimantan Timur 6 1.5%
Kalimantan Utara 1 0.2%
Kepulauan Riau 3 0.7%
Lampung 13 3.2%
Maluku 3 0.7%
Maluku Utara 3 0.7%
Nusa Tenggara
Barat 8 2.0%
Nusa Tenggara
Timur 8 2.0%
Papua 8 2.0%
Papua Barat 2 0.5%
Riau 10 2.5%
Sulawesi Barat 2| 0.5%
Sulawesi Selatan 14 3.9%
Sulawesi Tengah 4 1.0%
Sulawesi
Tenggara 4 1.0%
Sulawesi Utara 4 1.0%
Sumatera Baral 9 2.2%
Sumatera Selatan 13 3.2% |
Sumatera Utara 22 5.4%
Grand Total 404 100.0%
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Adapun hasil index adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Nilai Indeks Integritas Hakim Eerdasarkan Persepsl Pakar

Variabel
KelUmn 73,75
Keteguhan 76,66
Self-Control 77.12
PR 77.12
‘Persepsi Pakar 76,14

Berdasarkan data di atas, Dari hasil tersebut yang menjadi
parametler indeks Integritas Hakim seperti tahun lalu adalah Perseps
Masyarakat sebesar 7,84 maka secara kessluruhan, indeks integritas
hakim tahun 2018 sd tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 15. Indeks Integritas Hakim

INDEKS INTEGRITAS HAKIM

AT
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Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas usaha untuk
meningkatkan integritas hakim, termasuk apa yang dilakukan oleh
Komisi Yudisial pada tahun 2018 sd 2022. Dampak yang diharapkan
dari hasil pengukuran indeks Iintegritas hakim adalah :

a. Membuat gambaran karakteristik hakim di Indonesia;
b. Mengukur indeks integritas hakim, menurut pandangan dan
profesionelismenya sebagai sesama hakim.



c. Mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapl hakim
dalam menjalani tugas dan profesinya yang mempengaruhi
integritasnya.

d. Mengetahui persepsi hakim mengenai kondisi penegakan hukum

dan sistem peradilan di indonesia.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Layanan Hukum

Peraturan Presiden MNomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasl dan Informasl Hukum MNasional, menetapkan bahwa
pemerintah, Instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun
kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum
nasional yang terpadu dan terintegrasi. Komisi Yudisial merupakan salah
salu instansi pemerintah yang ikut serta dalam Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum. Komisi Yudisial sebagai anggota jaringan dalam
penyelenggaraan JDIH, memiliki fungsi:

a. Penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan
perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang
ditetapkan atau dimiliki instansi, atau diterima dari Pusat jaringan;

b. Penyampaian salinan peraturan perundang-undangan Pimpinan
Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan;

c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan
perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum
lainnya di lingkungan instansinya, dan masyarakal vyang
memerlukannya;

d. Pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan
informasi hukum di lingkungan instansinya;

e. Evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan
menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan.



Adapun capaian kinerja pada indikator Persentase produk hukum
yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH, metode pengukuran yang
digunakan adalah sebagai berikut:

Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan dan Dipublikasikan di JDIH x100%

Jumlah Produk Hukum yang Diterima

Pada tahun 2022, dalam rangka melaksanakan fungsl tersebut, Biro
Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menerima dan memproses
usulan 22 (dua puluh dua) produk hukum, yang terdiri dari Peraturan Komisi
Yudisial, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Keputusan Ketua
Komisi Yudisial, Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, dan Surat
Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Keseluruhan produk hukum
yang telah disahkan tersebut kemudian dipublikasikan dalam JDIH Komisi
Yudisial https://jdih.komisiyudisial.qo.id. Berikut adalah produk hukum yang
dipublikasikan ke JDIH pada tahun 2022:

Tabel 30. Produk Hukum yang Dihasilkan & Dipublikasikan di JDIH tahun 2022
No Nama Produk Hukum Tanggal

PERATURAN KOMISI YUDISIAL
1. | Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi | 26 Agustus 2022
Manusia di Mahkamah Agung
PERL&TURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
2. | Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi | 22 Maret 2022
Yudisial
3. | Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata |6 Juni2022
Kehakiman
4, |Tala Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan | 6 Juni 2022
Fungsional Penata Kehakiman

5. | Integrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik | 26 Juli 2022
Negara Inventaris Kantor di Komisi Yudisial

6. | Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Komisi | 25 Aguslus 2022
Yudisial

7. | Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial 23 September 2022

8. | Perhitungan Formasl Jabatan Fungsional Penata | 23 September 2022
Kehakiman




No Nama Produk Hukum Tanggal
'KEPUTUSAN KETUA KOMIS! YUDISIAL
9. | Penghargaan Unit Pengolah Kearsipan Terbaik di | 8 Agustus 2022

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisl Yudisial
Tahun 2022

INSTRUKS] SEKRETARIS JENDERAL

10.

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan
Kaglatan Masyarakat F'ada Masa Pandeml Cﬂmna

1%

12 Januari 2022

F’ragram I{eqa Pengaw&san Tahunan Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022

13 Januari 2022

12.

13.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2022
di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

‘Perubahan atas Instruksi Sekretaris Jenderal Kamis|

Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyesuaian
Sistem Kerja Pegawai Aparalur Sipil Negara Selama
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
FPada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2018 di
Lingkungan Komisi Yudisial

e e e ——— e s

| Perubahan Kedua atas Instruksi Sekretaris Jenderal

Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara Selama Pemberlakuan Pembatlasan
Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 di Lingkungan Komisi Yudisial

19 Mei 2022

2 Juni 2022

5 Juli 2022

15.

Perubahan Ketiga atas Instruksi Sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakal Pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2018 di Lingkungan Komisi Yudisial

7 Juli 2022

16.

Peringatan Hari Ulang Tahun Koemisi Yudisial ke-17
dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia KE-77 di
Lingkungan Komisi Yudisial

11 Agustus 2022

17.

Pelaksanaan Rapal atau Pertemuan di Luar Kota

3 Oklober 2022

18.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 Tahun
2022

27 Oktober 2022

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL

19.

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan dan/atau
Jasa Lainnya di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial

11 Maret 2022




No Nama Produk Hukum Tanggal

20. | Penyesualan Jam Kerja dan Sistem Kerja pada | 30 Maret 2022
Bulan Ramadhan 1443H di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial

21. | Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di | 31 Mei 2022
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

22. | Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal | 5 Jull 2022
Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem

Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Gambar 14.
Tampilan Publikasi Produk Hukum Peraturan Komisi Yudisial Tahun 2022
dalam JDIH Komisi Yudisial
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Gambar 15.
Tampilan Publikasi Produk Hukum Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi
Yudisial Tahun 2022 dalam JDIH Komisi Yudisial
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Gambar 16.

Tampilan Publikasi Produk Hukum Surat Edaran Sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial Tahun 2022 dalam JDIH Komisi Yudisial

- L L

w14 pt b vt bee b P ad reest b Toh o 10T o Imat BRRe Bt Tin

AT R S R e

e i e e ~ — I — )

- - SR p—— e -
T+ Bt it B | M = - e =i s iy
- L e e



Berdasarkan hal tersebut, maka Biro Perencanaan dan Kepatuhan
Internal telah melakukan proses reviu dan pengajuan pengesahan atas 21
usulan produk hukum yang disampaikan Biro/Pusal di lingkungan Sekretariat

Jenderal Komisi Yudisial. Tindak lanjut telah dilakukan dengan

mempublikasikan 22 (dua puluh dua) produk hukum dalam JDIH pada tahun
2022. Perbandingan realisasi Persentase produk hukum vang dihasilkan dan
dipublikasikan di JDIH pada tahun 2022 dengan target tahun 2022, realisasi
2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:
Tabel 31. Realisasi Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana
Tabel 32. Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana

Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
Organisasl & Tala Laksana

o
No Indikator Kinerja Kegiatan Target | Realisasi :
Capaian

1. | Persentase dokumen evaluasi
dan desain organisasi yang 100% 100% 100%
dihasilkan

2. | Persentase proses bishis dan
SOP yang dihasilkan

Milai RB KY 80 N/A IN/A
Sasaran kegiatan ini memiliki tiga indikator yang dijelaskan sebagai berikut:
a. Persentase Dokumen Evaluasi dan Desain Organisasi yang Dihasilkan

100% 100% 100%

Untuk melakukan pengukuran atas dokumen evaluasi dan desain
organisasi yang dihasilkan, metode pengukuran yang digunakan adalah

sebagai berikul:



Jumlah Dokumen Evaluasi Organisasi yang Ditindaklanjuti  x100%

Jumlah dokumen evaluasi organisasi yang diajukan

Tabel 363 Realisasi Persentase Dokumen Evaluasi dan Desain Organisasi

Dalam rangka melaksanakan mencapai indikator ini diiakukan;
berbagai kegiatan antara lain pada awal Tahun telah disusun 1 (satu)
dokumen Naskah Akademis Reorganisasi Sekretariat Jenderal Komisi
Yudisial beserta Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan telah dikiimkan kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
melalui Surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor
120/SET/OT.01.01/02/2022.

Sepanjang Tahun 2022 terdapat ada perubahan dalam organisasi
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial akibat adanya Peraturan Sekretaris
Jenderal tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata
Kehakiman dan tentang Tala Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan
Fungsional Penata Kehakiman. Perubahan ini adalah adanya kegiatan
Inpassing Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dari Pelaksana
hingga Struktur Eselon IV.

Berdasarkan Informasl d| atas dapat disimpulkan bahwa indikator
‘Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan"
pada tahun 2022 ini realisas| capaiannya mencapai 100% dari target
tercapal 100%. Perbandingan realisas| Persentase dokumen evaluasi
dan desain organisasi yang dihasilkan pada tahun 2022 dengan larget
tahun 2021, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024
adalah sebagai berikut:

Target 2024
Target 2022 | Realisasi 2022 Realisasi 2021

(Akhir Renstra)

100% 100% 100% 100%




Persentase Proses Bisnis dan SOP vang Dihasilkan

Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan
komponen penting dalam penataan tata laksana. Proses Bisnis di
lingkungan Komisi Yudisial pada Tahun 2020 sudah disusun dan ditetapkan
melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2020 pada
tanggal 30 Juli 2020.

Untuk melakukan pengukuran atas proses bisnis dan SOP yang
dihasilkan, metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

Jumlah Proses Bisnis dan SOP yvang disetujui x100%
Jumiah yang diajukan —‘

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal pada tahun 2022 telah
melakukan kegiatan untuk mencapai pada indikator proses bisnis dan
slandar cperasional prosedur (SOP) yang dihasilkan. Tahun 2022 ini telah
melakukan penyusunan Peta Relasi dan Pela Lintas Fungsi untuk beberapa

Peta Proses antara lain KY.01, KY.03, KY.04, KY.11 (Fungsi Perencanaan

dan Monitoring Evaluasi) serta KY.12 {(Fungsi Pengelolaan Hukum dan

Organisasi). Selain itu Subbagian Hukum dan Organisasi telah

menjalankan reviu atas 2 (dua) usulan SOP dan Biro Umum. Adapun

Rincian Capaian kegiatan pada Proses Bisnis dan SOP adalah sebagai

berikut:

1) Dua SOP dari Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum lerkail
kearsipan;

2) Peta Lintas Fungsi atas Peta Proses antara lain KY.01, KY.03, KY.04,
KY.11 (Fungsi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi) serta KY.12
(Fungsi Pengelolaan Hukum dan Organisasi); dan

3) Peta Relasi atas Peta Proses antara lain KY.01, KY.03, KY.04, KY.11
(Fungsi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi) serla KY.12 (Fungsi
Pengelolaan Hukum dan Organisasi).



Gambar 17. Workshop Penyusunan Peta Proses Bisnis berdasarkan
PerMenPANRB 19/2018
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Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan, Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal pada tahun 2022 telah menyelesaikan 2 dokumen
penyusunan Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi pada Peta Proses antara
lain KY.01, KY.03, KY.04, KY.11 (Fungsi Perencanaan dan Monitoring
Evaluasi) serta KY.12 (Fungsi Pengelolaan Hukum dan Organisasi) serla
reviu atas pengajuan 2 (dua) SOP. Dengan demikian, terhadap indikator ini
capaian keberhasilannya adalah 100% dari target yana ditetapkan.



Perbandingan realisasi prosentase proses bisnis dan SOP yang
dihasilkan pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan
target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Target Proses Bisnis dan SOP Tahun 2022

Nilai RB KY dengan target Nilai 78

Komisi Yudisial menilai bahwa keberadaan Reformasi Birokrasi
menjadi pilar penting dalam membangun budaya dan mendorong kinetja
aparat sipil negara (ASN). Untuk itu berbagai upava untuk kemajuan
pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menghasilkan berbagai kemajuan
perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan dan berkomitmen untuk
melaksanakan kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil
(outcome) sehingga Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dari tahun
ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Untuk melakukan
pengukuran atas indikator tersebut di atas, metode pengukuran yang
dilakukan menggunakan perclehan data berikut:

Nilai RB Komisi Yudisial Tahun 2022

Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
pada tahun 2021 mencapai nilai 76,97 dengan kategori “BB". Nilai tersebut
mengalami kenaikan dari tahun 2019 dengan memperoleh nilai 75,98 atau
naik sebesar 0,99 poin.

Pada tahun 2022 Komisi Yudisial kembali berupaya meningkatkan
kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di
lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dan rekomendasi dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia. Namun ternyata nilai indeks reformasi birokrasi Komisi



Yudisial pada tahun 2022 masih dalam tahap evaluasi Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beberapa titik
fokus perbaikan sebagaimana dalam Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dengan membentuk Peraturan Sekretaris
Jenderal tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
dan tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata
Kehakiman serla pelaksanaan Inpassing tersebul, penerapa sistem merit
dalam agenda pengembangan kepegawaian, dan lerus menyempurnakan
peta proses bisnis secara menyeluruh melalui penyusunan Pela Relasi dan
Peta Lintas fungsi pada beberapa Peta Proses.

Gambar 18. Penyusunan Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi
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Perbandingan realisasi nilai RB KY pada tahun 2022 dengan target
tahun 2022, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024

adalah sebagai berikut:
Tabel 35. Realisasi Nilai RB KY

80 N/A 76,97 85

c. KONTRIBUSI DALAM PENCAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM DAN
SASARAN STRATEGIS
1. Kontribusi dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal
Tabel 36. Kontribusi dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal

 Sumber Data Di |
No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target

Biro RENKI
Terkelolanya tF; rri{::izzt Balk 1. Nilai Maturias
1. | Organisasi yang pengel nFll ity Baik SPIP
efektif dan efisien organisasi 2.Nllai PMPRB

Dalam mendukung capaian sasaran program Komisi Yudisial
“Terkelolanya Organisasi Yang Efektif Dan Efisien” dengan indikator berupa
“Predikat Baik Terhadap Pengelolaan Organisasi®, Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal ikut andil dalam memberikan sumbar data berupa nilaj
maturitas SPIP dan nilai PMPRB.

a. Nilai Maturitas SPIP

Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)
KKP adalah tingkat kematangan/kesempumaan penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan
pengendalian intern di lingkungan KKP. Kerangka maturitas SPIP terpola
dalam enam tingkatan yaitu: Level 0 (belum ada), Level 1 (rintisan), Level
2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi), Level 4 (terkelola dan terukur), dan
Level 5 (optimum). Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik



dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP
dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pada Tahun
2022, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menargetkan tingkat
maturitas SPIP mencapai nilai 3.09 naik dari tahun sebelumnya yaitu
3.06.

. Nilai PMPRB
Berdasarkan penilaian mandiri pelaksanaan RB pada Sekretariat
Jenderal dan 6 (enam) unit kerja, diperoleh Nilai Indeks Evaluasi RB total
adalah sebesar 82,92 yang terdiri dari atas hasil penilaian pada
Sekretariat Jenderal sebesar 82,55 dan rata-rata peneilaian pada 6
(enam) unit kerja sebesar 34,19, Hal tersebut tergambarkan dalam tabel
sebagal berikut,

Tabel 37. Nilai PMPREB Tahun 2022

| Nilai Index RE
PEMILAIAN : BOBOT Fisat Unit

A. Pengungkit | 60,00 5062 | 3419 | S0.99

l. Pemenuhan 18,13, 2.00 1,83

1. Hasil antara Area 6.12 é_fi—

Parubahan A

Total Pengungkit

MNilai Evaluasi | 82,55, 34.19 82,92




2. Kontribusi dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial

Tabel 38. Kontribusi dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial

Sumber Data Di

No | Sasaran Stralegis Indikator Kinerja . Target )
Biro RENKI
‘Meningkatnya ‘Rekapitulasi hasil
1. Integritas Hakim Indeks Integritas Hakim | 7,36 survey lerbatas
kepada hakim
Nilai akuntabiltas
kinerfa lembaga ; 51:;3; ME”FET} :
Meningkatnya mencapa Frgdikat Baik E;AI{IIIE‘ hasil nilai
5 | Kapasitas Sangat Baik
Manajemen Nilai indeks reformasi
Internal birokrasi mencapai Surat Menpan
Nilai A | terkait hasil

kategori “A” di tahun
2024

evaluasi RE K/L

3. Sasaran Strategis

a) Meningkalnya Integritas Hakim
Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa Indeks Inlegritas

Hakim dengan fargel sebesar 7,36. Terhadap indikator tersebut,

Bire

Perencanaan dan Kepatuhan Internal berkontribusi dalam pelaksanaan

pengukuran indeks integritas hakim yang dilakukan melalui metode survei

sebagaimana telah dijelaskan di atas pada sasaran kegiatan nomor 5 dengan

indikator berupa peningkatan Indeks integritas hakim dengan hasll indeks

sehesar 7,84

b)

Sasaran Stralegis 2. Meningkalnya Kapasitas Manajemen Internal

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja berupa:

Nilai Reformasi Birokrasi dengan target mencapai nilai A
Komisi Yudisial dari tahun ke tahun

Indeks

Reformasi Birokrasi

mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Komisi Yudisial mencapai nilai

66,78 dengan kategori “B" sementara pada tahun 2016 meningkat menjadi
71,95 dengan kategori "BB" atau meningkal sebesar 5,17 poin. Pada tahun
2017 Nilai indeks reformasi birokrasi Komisi Yudisial kembali meningkat
menjadi 73.44 dengan kategori "BB" alau meningkat sebesar 1,49 poin.




Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun
2018 kembali mengalami kenaikan meskipun hanya mencapai nilai 73,63
atau naik sebesar 0,19 poin dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019
Komisi Yudisial juga masin belum berhasil mencapai target memperoleh
nilai 100, karena hanya mencapai nilai 75,24 atau naik sebesar 2,31 poin
dari tahun 2018. Pada tahun 2020 nilai RB Kamisi Yudisial naik 0,04 poin
menjadi 75,98 dengan kategori BB, Dan pada tahun 2021 nilai RB Komisi
Yudisial naik 0,99 poin menjadi 76,97 dengan kalegori BB.

Pada tahun 2022 Komisi Yudisial kemball berupaya meningkatkan
kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di
lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasl Birokrasi Republik
Indonesia. Namun demikian, sampali dengan Laporan Kinerja Ini
diterbitkan, Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Komisl Yudisial tahun 2022 masih dalam proses di Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonmasi Birokrasi Republik
Indonesia.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga mencapai Predikal Sangat Baik
dengan target mencapai predikat Baik

Selama beberapa tahun terakhir, hasll evaluasi terhadap Laporan
Kinerja Komisi Yudisial cenderung mengalami kenaikan. Hasll evaluasi
terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2015 memperoleh nilai
60,07 atau predikal "B". Sedangkan hasil evaluasi terhadap laporan kinerja
Komisi Yudisial tahun 2016 memperoleh nilai 64,76 atau predikat “B".
Kemudian hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun
2017 memperoleh nilai 65,29 atau predikat B. Sementara pada tahun 2018
Komisi Yudisial memperoleh nilai 65,79 atau predikat B. Kemudian hasil
evaluasi pada tahun 2019 Komisi Yudisial memperoleh nilai 66,34 atau
predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efekiifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas
pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelengaaraan pemerintah



yvang berorientasi pada hasil di Komisi Yudisial sudah menunjukkan hasil
yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Berdasarkan
hasil evaluasi pada tahun 2020 Komisi Yudisial kembali memperoleh
kenaikan nilai menjadi 67,16 dengan predikai B., dan tahun 2021
memperoleh kenaikan nilai menjadi 68,17 yang juga dengan predikat B.

Pada tahun 2022 Komisi Yudisial telah berupaya menjalankan
rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi atas laporan kinerja Komisi
Yudisial tahun 2022. Namun demikian, sampai dengan Laporan Kinerja ini
diterbitkan, Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi
Yudisial tahun 2022 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga terhadap indikator
“nilai akuntabllitas kinerja lembaga mencapal predikat sangat baik” belum
dapat dihitung capaiannya. Rincian penilaian terhadap akuntabilitas kinerja
Komisl Yudisial adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial

Tahun 2015-2022
Komponen NILAI
e b i Dinilai ft 2022
ang Bin 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1. | Perencanaan 30 18,31 | 19,85 | 19,98 | 18,99 | 20,02 [ 20.59 | 20,78 MN/A
Kinerja
2. | Pangukuran 25 14,21 | 15,85 | 15,83 | 1594 | 16,09 | 16,26 | 16,51 NI
Kinerja
3. | Pelaporan 15 [ 11,79 11,82 | 11,89 | 11,97 | 12,11 [ 11,74 | 11,82 N/A
= Kinerja
4. | Evaluasi 10 587 | 644 | 642 | 653 | 665 | 6,78 6.89 MIA
Intermal
5. | Capaian 20 879 | 10,79 | 11,17 | 11,36 | 11,47 [ 11,79 | 12,17 NIA
| Kinerja
Milai Hasil 100% 60,07 | 64,76 | 65,29 | 65,78 | 66.34 | 67,16 | 8317 MN/A,
Evaluasi
Tingkat Akuntabilitas B B B B B | B B MA
Kinerja




ANALISIS KEBERHASILAN
Keberhasilan dalam pencapaian target pada rincian outpul sasaran kediatan

Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal tidak lepas dari

beberapa hal sebagai berikut:

1) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja

yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan

Internal:

2) Komitmen seluruh elemen baik internal sub bagian perencanaan program dan

anggaran maupun unit lain dalam melaksanakan rencana kerja dan anggaran

sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku;

3) Koordinasi yang intensif antar unit kerja dalam melaksanakan rencana

program dan kegiatan dengan berpsdoman pada Renstra Lembaga dan

Renstra.

REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI
Alokasl anggaran Tahun 2022 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar

Rp12.715.852.000,00. Dari Alokasi anggaran tersebut, yang dapat direalisasikan

untuk pelaksanaan tugas, dan fungsi sebesar Rp12.567.923.345,00 atau sebesar

98.84%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40. Realisasi Anggaran dan Efisiensi

ALOKASI REALISASI
KODE RINCIAN OUTPUT
ANGGARAN ANGGARAN
Penyelenggaraan
5267 Perencanaan, Hukum dan | 12.715.952.000,00 | 12.567.923.345,00
Kepatuhan Internal
5267.EBA Layanan Dukungan 1.733.043.000,00 | 1.686.719.439,00

Manajeivien Internal

2267 .EBA.957

Layanan Hukum

912.841.000,00

893.584.018,00

5267.EBA.960

Layanan Organisasi dan
Tata Kelola Internal

820.202.000,00

793.125.421,00

5267.EBD

Layanan Manajemen
Kinerja Internal

4.982.909.000,00

4.925.888.007,00

5267 EBD.952

Layanan Perencanaan dan
Penganggaran

2.686,735.000,00

2.663.818.387,00




ALOKASI REALISASI
KODE RINCIAN OUTPUT
ANGGARAN ANGGARAN
5267 .EBD.953 Eﬂgf;‘:; Pemantauan dan | 4 448 074 000,00 | 1.115.474.068,00
5267 .EBD 8965 _Eyanan Audit Internal 1.153.1Dﬂ.ﬂﬂﬂ_.ﬂﬂ 1.146.595.552.00
Layanan Manajemen
s27TED; | EEnen Merd 6.000.000.000,00 | 5.955.315.899,00
Pengembangan Integritas

5267.TED.OD1

| Hakim

6.000.000.000,00

5.955.315.899,00

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian

target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari label

diatas Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan

Internal memiliki kinerja 128% dan realisasi anggarannya mencapai 98,84%. Hal

ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 67,35%.

Dengan rincian ssbagai

berikut:
Tabel 41. Analisis Efisiensi Anggaran
%CAPAIAN | %REALISASI
KODE RINCIAN OUTPUT _ .
OUTPUT @ ANGGARAN
Penyelenggaraan Perencanaan, .
9287 Hukum dan Kepatuhan Internal 128% S8R9
Layanan Dukungan Manajemen
5267 .EBA, Internal
5267.EBA.957 | Layanan Hukum 236% 97%
Layanan Organisasi dan Tata Kelola
5267.EBA.S60 internal 117% 98%
5267.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
Layanan Perencanaan dan 0
5267 EBD.952 Penganggaran 106% 99%
5267.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi 100% 98%
5267.EBD.965 Layanan Audit Internal 150% 99%
5267.TEBD Layanan Manajemen h‘.‘neﬂa Internal
5267.TBD.OO1 | Pengembangan Integritas Hakim 100% 99%




HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Capaian kinerja rincian oufput Biro Perencanaan dan Kepaluhan Internal

cukup baik, dan mayoritas telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Mamun, dalam pelaksanaan capaian kinerja tentu terdapat beberapa hambatan

dan permasalah yang berpangaruh pada beberapa capaian kinerja tidak tepat

waktu atau tidak sesual target yang ditetapkan.

Adapun beberapa hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target

adalah sebagai berikut:

1.

Belum terdistribusinya pekerjaan secara merata sesual dengan kompetensi
setiap personel;

Banyaknya regulasi dan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan
penyusunan rencana kerja dan anggaran, sehingga membuat perbedaan
persepsl;

Belum adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif kepada Biro/Pusat
terkait pengimplementasian Rencana Strategis Komisl| Yudisial tahun 2020 —
2024 yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran:

Sistem penyampaian dan penyusunan rencana kerja dan anggaran masih
bersifal manual sehingga masih bersifal parsial,

Belum disiplinnya Biro dan Pusat akan pentingnya penyampaian laporan
periodik setiap bulannya, sehingga seringkali terjadi keterlambatan dalam
penyampaian laporan tersebut;

Belum adanya evaluasi yang komprehensif lerhadap kinerja di pusal dan
kantor penghubung;

Belum tersedianya standar kualitas evaluasi dan monitoring;

Belum tersedianya agenda biro/pusat adanya fokus utama untuk mencapai
target utama kelembagaan;

Belum tersusunnya peta relasi yang strategis dengan mitra-mitra lembaga.



REKOMENDASI DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN

1.

Melakukan pemetaan beban kerja dan didistribusikan secara merata sesuai
dengan komptensi personel.

Mengundang mitra terkait untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan
atau regulasi yang berlaku.

Membangun budaya koordinasi yang intensif sekaligus sebagai evaluasi
berkala terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pelaporan
kinerja.

Mengembangkan sistem informasi perencanaan kinerja dan anggaran secara
terpadu.

Publikasi Nilai Kinerja Biro Pusat dalam kegiatan Rapat Kerja dan Rapat Kerja
Tengah Tahun guna mengetahui hasil kinerja yang telah dicapai.

Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka pemenuhan target kinerja
yang telah ditetapkan.

Menjalin keria sama dengan mitra strategis dalam rangka penguatan
kelembagaan.



BAB IV
PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Biro Perencanaan dan Kepatuhan
Internal telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang siginifikan atas sasaran-sasaran
strategisnya. Hasil pencapaian indikator sasaran terhadap capaian kinerja sebesar 128%
menggambarkan bahwa capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tahun
2022 menunjukkan keberhasilan untk mewujudkan misi dan tujuan dalam Renstra Biro
Perencanaan dan Kepatuhan Internal dan telah memenuhi 5 sasaran kegiatan
sebagaimana telah ditargetkan.

Pencapaian target indikator kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Intemal juga
didukung adanya alokasi anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar
sebesar Rp12.715.952.000,00 dan dapat direalisasikan untuk pelaksanaan tugas, dan
fungsi sebesar Rp12.567.923.345,00 atau sebesar 98,84%.

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang
lercantun dalam Renstra Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tahun 2020-2022
dapat dipenuhl sesuai harapan. Melalui kreatifitas dan terobosan yang terus dilakukan
dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal.

Jakarta, Februari 2023
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal
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